BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR &£ TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA,

a. bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional

yang bermplikasi pada perekonomian daerah, khususnya di
Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan biaya sewa rumah
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, maka
perlu adanya penyesuaian pembiayaan dan perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Jepara ;

bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Pengkol tanggal
11 Desember 2008 nomor 4134 / 185 / XlI / 2008, Kepala
Kelurahan Kauman tanggal 11 Desember 2008 nomor
6461 [/ 102 dan Kepala Kelurahan Potroyudan tanggal
13 Desember 2008 nomor 0452 [/ 218 perihal Tarip Sewa
Rumah di Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan biaya
Telepon, Listrik dan Air Bersih, dinyatakan bahwa harga sewa
rumah terendsh sebesar Rp. 30.000.000- dan tertingqi
Rp. 50.000.000,- per tahun;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Momar
14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jepara.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;




(4 ]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1883 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3985);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 4416), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tenlang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
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Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
DPRD (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kesuangan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonasia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor £5),
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Momor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2007 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 2) ;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang  Pokok-posok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3),

13 Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Fazal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jepara (Berita Daerzh Kabupaten Jepara Tahun 2005 Momor 13), diubah sebagai
benkut :

Al
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Ketentuan Pasal 2 cfiubah =ehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 2

1. Pimpinan dan Anggota EF’HD diberikan funjangan perumahan dalam bentuk uang
sebesar Rp. 3.650.000.- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan
setiap bulan terhitung muldi tanggal pengucapan sumpah / jan;i

2. Tunjangan p-erumahan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku.

3, Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila
Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau
rumah dinas bagi anggota DPRD.

Pasal ll

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2008.

Ditetapkan di Jepara ’
pada tanggal 24 D-L-u:mf}tr Aot

BUPATI JEFARA,

HENDRO MARTQJO

Diundangkan di Jepa

r
pada tanggal &4 lﬁm&r 2op8

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA

OLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR .333




